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A. Dimensi dan Ruang Lingkup Hukum Pembangunan  

Pada dasarnya, dalam sejarah perkembangan hukum di 

Indonesia maka salah satu teori hukum yang banyak 

mengundang atensi dari para pakar dan masyarakat adalah 

mengenai Teori Hukum Pembangunan dari Mochtar 

Kusumaatmaja,. Ada beberapa argumentasi krusial mengapa 

Teori Hukum Pembangunan tersebut banyak mengundang 

banyak atensi, yang apabila dijabarkan aspek tersebut secara 

global adalah sebagai berikut:  

Pertama, Teori Hukum Pembangunan sampai saat ini 

adalah teori hukum yang eksis di Indonesia karena diciptakan 

oleh orang Indonesia dengan melihat dimensi dan kultur 

masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, dengan tolok ukur 

dimensi teori hukum pembangunan tersebut lahir, tumbuh dan 

berkembang sesuai dengan kondisi Indonesia maka hakikatnya 

jikalau diterapkan dalam aplikasinya akan sesuai dengan 

kondisi dan situasi masyarakat Indonesia yang pluralistik. 

Kedua, secara dimensional maka Teori Hukum 

Pembangunan memakai kerangka acuan pada pandangan hidup 

(way of live) masyarakat serta bangsa Indonesia berdasarkan 

asas Pancasila yang bersifat kekeluargaan maka terhadap 

norma, asas, lembaga dan kaidah yang terdapat dalam Teori 

Hukum Pembangunan tersebut relatif sudah merupakan dimensi 

yang meliputi structure (struktur), culture (kultur) dan substance 

(substansi) sebagaimana dikatakan oleh Lawrence W. 

Friedman. 

PENGERTIAN 

HUKUM DAN 

PEMBANGUNAN 
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A. Pembangunan Hukum 

Pembangunan hukum merupakan tindakan atau 

kegiatan yang dimaksudkan untuk membentuk kehidupan 

hukum ke arah yang lebih baik dan kondusif. Sebagai bagian 

dari pembangunan nasional, pembangunan hukum harus 

terintegrasi dan bersinergi dengan pembangunan bidang lain, 

serta memerlukan proses yang berkelanjutan. Pelaksanaan 

pembangunan hukum tidak hanya ditujukan untuk hukum 

dalam arti positif yang identik dengan peraturan perundang-

undangan, tetapi juga hukum dalam arti yang luas yang 

menunjuk pada sebuah sistem, yang meliputi pembangunan 

materi hukum, pembangunan kelembagaan dan penegakan 

hukum, pembangunan pelayanan hukum dan pembangunan 

kesadaran hukum masyarakat.  

Karena unsur-unsur tersebut saling mempengaruhi, 

hukum harus dibangun secara simultan, sinkron, dan terpadu. 

Dalam dokumen ini yang dimaksud dengan pembangunan 

materi hukum adalah tindakan atau kegiatan yang ditujukan 

untuk pembaruan peraturan perundang-undangan dalam 

mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan nasional yang bersumber pada Pancasila dan 

UUD NRI Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), yang mencakup 

perencanaan hukum, pembentukan hukum, serta penelitian 

dan pengembangan hukum. Sementara itu, yang dimaksud 

dengan pembangunan kelembagaan dan penegakan hukum 

adalah tindakan atau kegiatan yang dimaksudkan untuk 

ASUMSI DASAR 

HUKUM DAN 

PEMBANGUNAN 
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A. Perkembangan Hukum dan Pembangunan Masyarakat 

Pembangunan bangsa Indonesia yang sedang 

berlangsung saat ini bertujuan untuk mencapai cita-cita bangsa 

Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 

1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 

tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan 

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan turut serta 

menciptakan perdamaian dunia yang berdasarkan perdamaian 

abadi dan keadilan sosial. Olehnya, pembangunanan dilaksana-

kan dalam segala sendi-sendi kehidupan berbangsa dan 

bernegara secara berkelanjutan. Salah satu aspek yang menjadi 

sasaran pembangunan adalah aspek hukum itu sendiri. 

Pembangunan hukum tersebut sangatlah dibutuhkan untuk 

meneruskan perjuangan bangsa merdeka setelah terlepas dari 

belenggu penjajahan kolonialisme barat, serta merupakan 

eksistensi sebagai negara yang berdaulat tentunya memerlukan 

kehadiran hukum nasional yang mencerminkan nilai-nilai 

kultur dan budaya bangsa. Pembangunan hukum pada 

dasarnya meliputi usaha mengadakan pembaruan pada sifat 

dan isi dari ketentuan hukum yang berlaku dan usaha-usaha 

yang diarahkan bagi pembentukan hukum baru yang 

diperlukan dalam pembangunan masyarakat.25  

 

25  Satjipto Rahardjo di dalam Abd. G. Hakim Nusantara dan 

Nasroen Yasabari, 1980, Beberap Pemikiran Pembangunan Hukum 

di Indonesia, Bandung : Alumni, hlm 1 

TEORI HUKUM DAN 

PEMBANGUNAN 

MASYARAKAT 
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A. Konsep Pembangunan Hukum Nasional 

Salah satu tuntutan yang paling mendasar dalam 

gerakan reformasi 1998 adalah pembenahan sistem hukum 

yang kemudian menghasilkan adanya 4 (empat) kali perubahan 

atau amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Hal ini 

menunjukkan bahwa rakyat Indonesia pada saat itu merasakan 

bahwa faktor manusia bukanlah satu-satunya penyebab 

absolutisme kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan. 

Absolutisme telah dirasakan pula dalam susbtansi-substansi 

hukum yang mewarnai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

dan bernegara. Pada masa itu, muncul berbagai peraturan 

perundang-undangan yang lebih berorientasi untuk me-

langgengkan kekuasaan kelompok tertentu sehingga 

menghasilkan suatu pemerintahan yang bersifat oligarkis. 

Fenomena tersebut di atas dapat terjadi karena lemahnya 

kontrol sosial dan peran serta masyarakat, sehingga 

pembangunan hukum nasional dilaksanakan dengan ber-

orientasi untuk mempertahakan status quo dengan 

mengabaikan esensi dan proses penyelenggaraan negara yang 

demokratis. Setelah 16 tahun reformasi, pembangunan hukum 

nasional nampaknya masih dalam tahap mencari bentuk dan 

pola yang ideal. Namun, proses penyelenggaraan pemerintah-

an dapat dikatakan jauh lebih baik karena adanya peningkatan 

kontrol sosial dan peran serta masyarakat dalam penyusunan 

dan pelaksanaan konsep pembangunan hukum nasional. 

RUANG LINGKUP 

HUKUM DAM 

PEMBANGUNAN 
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A. Fungsi Hukum dalam Pembangunan Ekonomi 

Pembangunan ekonomi nasional dilandasi Undang-

Undang Dasar Negera Republik Indonesia 1945 dan Pancasila. 

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu upaya untuk 

mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI 

1945. Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 

setelah Amandemen ke IV menyatakan : 

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan 

demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, 

efisien, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan 

lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga 

keseimbangan dalam kegiatan usaha besar, menengah, 

dan kecil dalam pola kemitraan usaha. 

Pembangunan ekonomi nasional dalam pencapaiannya 

tidak terlepas dari peran sektor hukum. Tidak dapat disangkal 

memang ada tuntutan bidang ekonomi terhadap bidang 

hukum yang dapat dijadikan sebagai sumbangan yang 

bermanfaat untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. 

Hukum dalam keberadaannya di masyarakat 

mempunyai peranan dan pengaruh terhadap kegiatan ekonomi 

sesuai dengan fungsi hukum itu sendiri. Hukum dalam 

fungsinya berisi petunjuk tingkah laku manusia, alat untuk 

TUGAS DAN FUNGSI 

HUKUM DALAM 

PEMBANGUNAN 
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A. Pembentukan Sistem Hukum Nasional 

Suatu kemajuan ilmu pengetahuan termasuk ilmu 

hukum (the science of law atau legal science) terletak pada 

seberapa tinggi atau rendah kredibilitas ilmu pengetahuan, 

nilai akseptasi, dan espektasi yang dapat dipetik oleh dan di 

dalam memajukan kehidupan suatu masyarakat dalam kurun 

waktutertentu. Semakin tinggi ketiga kriteria di atas semakin 

tinggi nilai kelimuan tersebut begitu pula sebaliknya. Ada 

konsekuensi dari tinggi dan rendahnya ketiga kriteria dari 

keilmuan tersebut. 

Semakin tinggi ketiga kriteria nilai ilmu pengetahuan 

tersebut maka semakin tinggi dan mendalam pemahaman 

manusia terhadap lingkungannya, semakin rendah ketiga 

kriteria tersebut maka semakin rendah dan menipis 

pemahaman manusia terhadap lingkungannya. Keadaan tinggi 

dan rendahnya pemahaman manusia terhadap lingkungannya 

merupakan hakikat dari ilmu pengetahuan yang berfungsi 

menerangkan fenomena sosial tertentu untuk mendukung 

kemajuan dan kesejahteraan dalam kehidupan umat manusia. 

Ketiga kriteria ilmu pengetahuan dalam kaitan 

kehidupan umat manusia tersebut di atas berlaku sama bagi 

ilmu hukum sebagai suatu studi yang mempelajari, 

menganalisis dan memahami fenomena sosial bekerjanya 

hukum dalam masyarakat baik dalam menjalankan fungsi 

pengaturan dan pemelihan ketertiban maupun dalam fungsi 

memaksakan sanksinya kepada setiap pelanggaran hukum. 

TIGA PARADIGMA 

HUKUM DALAM 

PEMBANGUNAN 

NASIONAL 
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A. Politik Hukum dan Perannya dalam Pembangunan Hukum 

di Indonesia Pasca Reformasi 

Semenjak Indonesia merdeka hingga reformasi bangsa 

Indonesia belum memiliki sistem hukum yang murni 

bersumber dari nialai-nilai sosial budaya bangas Indonesia 

sendiri tetapi memanfaatkan peraturan perundang-undangan 

peninggalan pemerintah kolonial Belanda. Kendati demikian 

upaya pembenahan hingga saat ini senantiasa dilakukan 

dengan cara memperbaiki, mengganti atau menyempurnakan 

pasal-pasal dalam UUD 1945 yang banyak pihak menilai ada 

pasal yang tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman 

dengan mengganti hukum yang baru yang bersumber dari 

nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sesuai dengan per-

kembangan Indonesia saat ini.  

Sejalan dengan itu, politik hukum sangat berperan bagi 

penguasa atau pemerintah untuk membangun hukum nasional 

di Indonesia yang dikehendaki. Peran politik hukum terhadap 

pembangunan hukum nasional di indonesia tidak bisa dilepas 

dari kontek sejarah. Sepanjang sejarah Negara Republik 

Indonesia telah terjadi perubahan-perubahan politik secara 

bergantian (bedasarkan periode sistem politik) antara politik 

yang demokratis dan politik otoriter. Sejalan dengan 

perubahan-perubahan politik itu, karakter produk hukum juga 

berubah. Terjadinya perubahan itu karena hukum merupakan 

produk politik, maka karakter produk hukum berubah jika 

politik yang melahirkannya berubah. Pada masa reformasi 1998 

PERAN POLITIK HUKUM 

DALAM PEMBANGUNAN 
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